
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR \2 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUNANGGARAN2020

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai waktu

yang ditentukan oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan untuk memperoleh

persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

merupakan perwujudan dari Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan

kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan

plafon anggaran yang telah disepakati bersama

an tara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada

tangga15 September 2019;



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74



Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 ten tang Peru bahan Atas Peraturan Pemerin tah

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang

Standar

Republik

Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

ten tang Standar Akun tasi Pemerin tah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

tentang

Republik

Pinjaman Daerah

Indonesia Tahun

(Lembaran Negara

2011 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5219);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Ban tuan Sosial yang Bersum ber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 15);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2019 tentang Pedoman Umum Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 825);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Nomor 4);

Memperhatikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun

2019 Tanggal 22 November 2019 tentang Persetujuan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun Anggaran 2020.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR TAHUN ANGGARAN2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai

berikut:

1. Pendapatan

2. Belanja

Surplus/ (defisit)

Rp.

Rp.

1.192.779.002.404,84

1.261.791.501.788,84 (-)

Rp. (69.012.498.776,00)



3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenan Rp. 0,00

b. Pengeluaran

Pembiayaan Netto

Rp.

Rp.

70.012.498.776,00

1.000.000.000,00 (-)

Rp. 69.012.498.776,00

Pasal2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 52.166.378.760,66

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 976.096.864.477,85
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

sejumlah Rp. 164.515.759.166,33
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 18.642.000.000,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 2.134.871.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan sejumlah Rp. 6.794.487.721,66
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sahsejumlah Rp. 24.595.020.039,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil PajakjBagi Hasil Bukan
Pajak
Sejumlah Rp. 190.652.919.477,98

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

Rp. 586.907.318.000,00

Rp. 198.536.626.999,87

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp.
b. Dana Darurat sejumlah Rp.

28.278.600.000,00
0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp.
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

46.850.844.166,33

83.806.315.000,00

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 5.580.000.000,00



Pasal3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

b. Belanja Langsung sejumlah

Rp. 628.251.876.342,68

Rp. 633.539.624.838,16

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belanja Bunga sejumlah

c. Belanja Subsidi sejumlah

d. Belanja Hibah sejumlah

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
f. Belanja Bagi Hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kcta dan
Pemerintahan Desa sejumlah

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintahan Desa sejumlah

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah

Rp. 411.418.740.394,88

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Rp. 56.108.115.200,00

Rp. 0,00

Rp. 1.967.537.000,00

Rp. 157.257.483.747,80

Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

c. Belanja Modal sejumlah

Rp. 64.712.407.511,00

Rp. 238.825.590.480,16

Rp. 330.000.813.847,00

Pasal4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan

b. Pengeluaraan pembiayaan

Rp.

Rp.

70.012.498.776,00

1.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah

Rp.

Rp.

70.012.498.776,00

0,00

Rp. 0,00



d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

0,00

0,00

e. Penerimaan Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangansejumlah Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda Rp. 1.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Hutang Rp. 0,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah (pemberian

Rp. 0,00jaminanKMK/ KL)

Pasal5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk

kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya.

b. Tidak diharapkan terjadi berulang.

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar piutang Daerah;

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

8. Lampiran VIII Penyertaan Modal (investasi) Daerah;



........... ,_...

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

Oaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap

Oaerah;

Oaftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset

lainnya;

Oaftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini; t::-TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang • Undangan

Oaftar dana cadangan Oaerah; dan

Oaftar pinjaman Oaerah dan obligasi Oaerah.

Pasa17
r :I'(JJ. Ylw:-:r,:-j) 'Jt-"l.,Ml¥.i

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaba ~m1'''nrlAtrtiJili'f~D
". 'r~IUiJj, "J.::1?~;;l If '.

Pendapatan dan Belanja Oaerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasa18

Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Oaerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

Oitetapkan di Mua

pada tanggal 2-

BUPATITANJ

Sabak
~Q,e11- 2019

H.R

Oiundangkan di Muara Sabak

pada tanggal '2-.6 v~eM(h~ 2019

SEKRETARIS OAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

c:~
SAPRIL

LEMBARANOAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

NOMOR .rz, .

NOREG PERATURAN OAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN2019 NOMOR . V2.~ ~?:,r;/').019


